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TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 
 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 

Tahun 2006 tanggal 2 Nopember 2006 tentang 
Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sudah tidak 
sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dan 
pembangunan Kota Samarinda sehingga perlu untuk 
disempurnakan ; 

b. bahwa pengaturan penggunaan parkir ditepi jalan 
umum perlu pembinaan, pengawasan untuk kelancaran 
lalu lintas dan keamanan serta perlindungan Hukum 
kepada Masyarakat ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan 
Perparkiran di Tepi Jalan Umum. 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undaug-Undang Darurat Namor 3 Tahun 
1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara republic 
Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3186 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209) ; 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3984) ; 

5. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048) ; 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tamabahan 
Lembaran Negara  Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4548) dan 
diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-
undang  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara  
Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ; 

10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529 ) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

13. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) ; 

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 
Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ; 

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 
2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 
Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran 
Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALIKOTA SAMARINDA 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 

 
 

BAB   I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Samarinda ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ; 

3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota 
Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah ; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah ; 

6. Walikota adalah Walikota Samarinda ; 

7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda ; 

8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda ; 


